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ABSTRAK

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
BONDOWOSO

Adinda Intan DwitastanyP

Jurusan S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Otonomi daerah diharapkan mampu membawa perubahan pada kemampuan
keuangan daerah yang harus mulai mandiri. Namun masih banyak daerah yang
memiliki ketergantungan yang tinggi pada transfer pemerintah pusat. Pengelolaan
sumber daya daerah yang baik dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi

ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Untuk mengetahui kemampuan keuangan suatu daerah dapat digunakan empat
analisis rasio keuangan daerah, yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio
Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks Kemampuan Rutin, dan Rasio

Pertumbuhan,

Hasil penelitian di beberapa daerah menunjukkan tingginya tingkat
ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Namun terdapat
beberapa daerah yang memiliki ketergantungan yang rendah kepada pemerintah

pusat.

Kata Kunci: Keuangan Daerah, Otonomi Daerah, , Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD).
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ABSTRACT

ANALYSIS OF THE FINANCIAL CAPACITY OF THE DISTRICT BONDOWOSO

Adinda Intan D
Bachelor degree in Accounting Department, Economic and Business Faculty of

Jember University

Regional autonomy is expected to bring changes to the financial capacity of
the region should begin to be independent. But there are still many areas that have a
high dependence on central government transfers. Management of regional resources

can to be one of the way to reduce dependence on central governmen.

To determine the financial capacity of a region can be used four regional
financial ratio analysis, such as Financial Independence Ratio, Decentralizatio

Fiscal Ratio, Routine Capability Index Ratio, and Growth Ratio.

Research in some areas showed a high level of dependency of local
governments to the central government. But still there are some areas that have low

dependence on the central government

Keywords: Financial, Regional Autonomy, Revenue and Expenditure (Budget).
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RINGKASAN

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
BONDOWOSO:; Adinda Intan D; 130810301133; 65 Halaman; Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan daerah dalam membiayai
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan (Nataluddin, 2001).Salah satu faktor
penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan
keuangan daerah dengan kata lain, faktor keuangaan merupakan faktor yang
mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi.

Menurut Abdul Halim (2008) bahwa kemampuan keuangan daerah dapat
dilihat dengan beberapa indikator antara lain, rasio kemandirian keuangan daerah
menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan
pemerintahannya, rasio desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah ditujukan untuk
menciptakan kemandirian daerah, rasio indeks kemampuan rutin menunjukkan
besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam
melaksanakan kegiatan oemerintahannya, rasio pertumbuhan menunjukkan seberapa
besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan
keberhasilan yang telah dicapai dari suatu periode ke periode lainnya.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat
kemampuan keuangan di daerah Kabupaten Bondowoso dalam mendukung

pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Bondowoso.

Xi
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintahan, menurut (Baswir:2007) mendefinisikan bahwa
Akuntansi Pemerintahan (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada
umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga
pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba.
Organisasi pemerintahan bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
umum. Bentuk-bentuk organisasi pemerintahan atau organisasi nirlaba yaitu, instansi
pemerintahan, organisasi pendidikan, organisasi kesehatan, organisasi keagamaan,
yayasan bidang sosial, yayasan bidang keagamaan, dan yayasan bidang kemanusiaan.
Organisasi pemerintahan harus mampu mengelola aktivitas operasionalnya dengan
baik untuk mencapai target yang diinginkan. Organisasi pemerintahan dalam
menjalankan aktivitas operasionalnya membutuhkan jasa akuntan untuk memantau
dan memberikan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan
oleh pemangku kepentingan.

Menurut Abdul Halim (2012) memberikan definisi akuntansi pemerintah
daerah yang disebutnya sebagai Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Keuangan
Daerah adalah:

“Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi
ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau
provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan
ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan”.

Menurut Indra Bastian (2010) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan

sebagai:

“mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana
masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di
bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial,
maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta ”.
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UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 33 tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah memberikan kewenangan dan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung
jawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Hal ini terwujud dengan
pengaturan, pemanfaatan sumber daya nasional, dan perimbangan keuangan daerah
secara demokratis, pemerataan keadilan, peran serta dari masyarakat, memperhatikan
potensi dan keragaman daerah.

Menurut UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 otonomi daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
NKRI.Peranan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan menentukan berhasil
atau tidaknya kemandirian dari suatu daerah yang selalu didambakan setiap daerah.
Otonomi daerah diyakini sebagai jalan untuk menciptakan pembangunan daerah.

Menurut Abdul Halim (2012), dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu
kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah
tangganya adalah self supporting di dalam bidang keuangan. Artinya, daerah harus
mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri serta mengelola dan
menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai
penyelenggaraan daerahnya.

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada
pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri, sehingga
tanggung jawab pemerintah daerah juga akan menjadi lebih kompleks. Pemberian
kewenangan tersebut dapat menjadi jalan bagi pemerintah daerah untuk mencapai
kemandirian yang diharapkan. Beberapa yang aspek perlu dipersiapkan mulai dari
SDM, sumber daya keuangan, sarana dan pra sarana daerah untuk mensukseskan
otonomi daerah. Aspek SDM merupakan dasar untuk mengetahui kompetensi dan
kemampuan yang dimiliki setiap invidual, aspek keuangan merupakan dasar untuk
mengetahui bagaimana suatu daerah dapat mengelola urusan rumah tangganya

sendiri, aspek sarana dan prasarana merupakan dasar untuk mengetahui sejauh mana
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suatu daerah mampu memenuhi sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat, sedangkan kemampuan daerah merupakan dasar untuk mengetahui
sedalam apakah suatu daerah mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki
untuk membiayai daeranya dengan mengurangi ketergantungan kepada pemetintah
pusat.

Kemandirian suatu daerah dilihat dari kemampuan pemerintah daerah tersebut
dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang mengandalkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur
kegiatan pembangunan daerahnya sendiri tanpa campur tangan daerah lain.

Insukindro, dkk. (1994) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur
tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah daerah. Kemamampuan
keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Sejalan dengan semakin besarnya
sumbangan PAD kepada APBD maka menunjukkan semakin kecil ketergantungan
daerah kepada pusat sebagai kosekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip
secara nyata dan bertanggung jawab.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1angka 18 bahwa :

“Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan”.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan catatan informasi keuangan
yang disusun untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan suatu daerah
selama satu periode akuntansi yang berguna untuk menggambarkan kinerja organisasi
tersebut. Laporan keuangan berguna untuk membandingkan realisasi pendapatan,
belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai
efektivitas dan efesiensi pemerintah daerah, dan membantu mengetahui ketaatannya

terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian mengenai Kemajuan Keuangan
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yang berkaitan dengan Otonomi Daerah beberapa kali dilakukan di beberapa daerah
oleh peneliti yang berbeda. Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy (2012), yaituAnalisis
Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan
Otonomi Daerah Di Pemerintah Kabupaten BantulUniversitas Negeri Yogyakarta (1).
Rasio Kemandirian rata-ratanya sebesar 8.79% masih berada diantara 0%-25% yang
berarti kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mendukung
pelaksanaan otonomi daerah masih sangat kurang, (2) Rasio Derajat Desentralisasi
Fiskal pada pemerintahan Kabupaten Bantul masih dalam skala antara 0%-10% yaitu
sebesar 8.07% yang berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang sangat kurang
dalam mendukung otonomi daerah khususnya dalam membiayai pembangunan
daerah, (3). Rasio Indeks Kemampuan Rutin pada pemerintahan Kabupaten Bantul
masih dalam skala interval antara 0%-20% yaitu sebesar 11.98%, dan ini berarti
bahwa PAD mempunyai kemampuan yang masih sangat kurang untuk mendukung
pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam membiayai pengeluaran rutin, (4).
Rasio Keserasian antara pengeluaran belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan
belanja pembangunan yaitu sebesar 68.79% dan 31.21%, (5).Rasio Pertumbuhan
Rata-rata secara keseluruhan mengalami peningkatan disetiap tahunnya yakni PAD
sebesar 17.78%, TPD sebesar 15.02%, Belanja Rutin sebesar14.65%, dan Belanja
Pembangunan sebesar 38.93%, namun belum cukup untuk mendukung pelaksanaan
otonomi daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul karena rata-rata pertumbuhannya
sangat sedikit. Dengan melihat hasil analisis kelima rasio tersebut, maka
perkembangan kemampuan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul dalam
mendukung pelaksanaan otonomi daerah masih kurang.

Delisa Nisrina Hanifa (2016), Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada
Kota Surabya Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun Anggaran
2011-2015. Tujuan dari penelitian tersebut adalah adalah untuk mengetahui tingkat
kemampuan keuangan daerah pada Kota Surabaya dalam rangka mendukung
pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian tersebut mengambil lokasi di Kota Surabaya.

Untuk data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data keuangan APBD di
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Kota Surabaya tahun anggaran 2011-2015, adapun teknik pengumpulan data adalah
dokumentasi yang diperoleh dari arsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
pada Kota Surabaya yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode
penelitian adalah Deskriptif Komparatif, dengan menggunakan beberapa rasio
keuangan yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal,
rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Berdasarkan
hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : berdasarkan rasio
kemandirian keuangan daerah berada pada kisaran 62%-222% yang mana berada
diatas 50 % yang berarti kemampuan pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi
kebutuhan dana untuk penyelenggaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan sosial masyarakat sangat tinggi. Dalam rasio derajat desentralisasi fiskal
berada pada kisaran 30%-55%, hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian/kemampuan
keuangan Kota Surabaya sudah baik dalam melaksanakan otonominya. Untuk rasio
indeks kemampuan rutin berada pada kisaran 34%-77%, ini artinya PAD memiliki
kemampuan yang baik untuk membiayai pengeluaran rutinnya. Pada rasio keserasian
pengeluaran belanjaoperasi berkisar antara 71%-86%, sedangkan belanja modal
berkisar antara 14%-29%, ini berarti bahwa pengeluaran rutin lebih besar daripada
belanja modal. Rasio pertumbuhan secara keseluruhan mengalami peningkatan di
setiap tahunnya yang disebabkan bertambahnya pajak dan retribusi daerah.

Statistilk Daerah Kabupaten Bondowoso (2015) Kabupaten Bondowoso
merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten
Bondowoso berada di persimpangan jalur dari Besuki dan Situbondo menuju Jember.
Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kabupaten yang tidak memiliki wilayah
laut dan terletak di wilayah tapal kuda, Jawa Timur. Bondowoso memiliki luas
wilayah 1.560,10 km”. Letak Kabupaten Bondowoso tidak berada pada daerah yang
strategis. Meskipun berada di tengah, namun Kabupaten Bondowoso tidak dilalui
jalan negara yang menghubungkan antar provinsi. Ini yang menyebabkan Kabupaten
Bondowoso sulit berkembang di bandingkan dengan kabupaten lainnya di Jawa

Timur. Perkembangan yang terhambat akan mempengaruhi potensi yang ada di
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Kabupaten Bondowoso yang harusnya bisa menjadi sumber pendapatan bagi
Kabupaten Bondowoso. Contohnya saja dari potensi wisata, jika diamati Bondowoso
memiliki potensi wisata yang menjanjikan, namun karena perkembangan Bondowoso
yang terhambat mengakibatkan wisata di Bondowoso tidak banyak diketahui oleh
wilayah lain, sehingga wisata di Kabupaten Bondowoso juga terhambat
perkembangannya yang berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Bondowoso.

Potensi wisata merupakan salah satu potensi yang dapat menghasilkan PAD
yang menjanjikan, disamping potensi tersebut, terdapat potensi lainnya yang dapat
menghasilkan PAD bagi Kabupaten Bondowoso misalnya, di bidang pertanian,
perdagangan dan lain-lain apabila dikelola secara maksimal. Jumlah PAD yang
dimiliki Kabupaten Bondowoso tergolong kecil apabila dibandingkan dengan daerah
sekitarnya, contohnya saja Kabupaten Jember. Pada tahun 2014 PAD Kabupaten
Bondowoso sebesar Rp 134.684.701.401,68dengan tingkat pertumbuhan sebesar
69,3%, pada tahun 2015 PAD sebesar Rp 158.974.210.144,00 dengan tingkat
pertumbuhan 18%, sedangkan PAD Kabupaten Jember pada tahun 2014 sebesar Rp.
460.927.000.000 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 17,68%, pada tahun 2015 PAD
sebesar Rp. 508.051.000.000 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 13,75%.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan
penelitian dengan judul Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung
Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Bondowoso. Daerah Bondowoso dipilih
untuk mengetahui kemampuan keuangan dari Kabupaten Bondowoso dalam
pelaksanaan Otonomi Daerah, karena jika dilihat dari faktanya pertumbuhan
Kabupaten Bondowoso masih belum sepesat daerah-daerah sekitarnya, seperti
Jember. Menurut Abdul Halim (2008) bahwa kemampuan keuangan daerah dapat
dilihat dengan beberapa indikator antara lain, rasio kemandirian keuangan daerah
menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan

pemerintahannya, rasio desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah ditujukan untuk
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menciptakan kemandirian daerah, rasio indeks kemampuan rutin menunjukkan
besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam
melaksanakan kegiatan oemerintahannya, rasio pertumbuhan menunjukkan seberapa
besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan
keberhasilan yang telah dicapai dari suatu periode ke periode lainnya. Maka dari,
berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan menganalisis Kemampuan
Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso, hal ini memunculkan permasalahan yang
ingin diangkat oleh peneliti untuk dikaji lebih lanjut. Apakah faktor penghambat dari

pertumbuhan di Kabupaten Bondowoso.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian-penelitian yang dilakukan
terdahulu tentang kinerja keuangan daerah dalam melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat daerah kabupaten,
permasalahan dalam penelitian ini adalah : “Apakah kemampuan keuangan daerah
Kabupaten Bondowoso telah mampu mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan

di Kabupaten Bondowoso?”.

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat
kemampuan keuangan di daerah Kabupaten Bondowoso dalam mendukung

pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Bondowoso.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh beberapa pihak,

antara lain:


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

a. Pemerintah
Berguna sebagai informasi yang digunakan sebagai bahan masukan untuk
pemerintah dalam melakukan pembangunan dan pengambilan keputusan
pembangunan daerah.
b. Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian selanjutnya.
c. Masyarakat
Berguna sebagai informasi kepada masyarakat setempat tentang keadaan
kemandirian keuangan daerahnya dan sebagai informasi bagi masyarakat daerah

lain tentang apa itu otonomi daerah.
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BAB 2. TINJUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah
2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut
pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem
birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi
dalam pelayanan kepada masyarkat. Menurut UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6:

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut (Suparmoko:2002) mendefinisikan bahwa otonomi daerah adalah
kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarkat. Dengan demikian,
desentralisasi sebenarnya merupakan otonomi masyarakat setempat berguna untuk
memecahkan masalah-masalah dan pemberian pelayanan kepada masyarakat
setempat demi kesejahteraan masyarkat yang bersangkutan. Menurut (Piliang:2003)
mendefinisikan pada tingkat yang terendah, otonomi berarti mengacu pada
perwujudan free will yang melekat pada diri manusia sebagai salah satu anugerah
yang paling berharga dari Tuhan. Free will inilah yang mendorong manusia untuk
mengaktualisasikan diri dan menggali seluruh potensi terbaik dirinya secara
maksimal. Berawal dari individu-individu yang otonom tersebut kemudian
membentuk komunitas dan menjadi bangsa yang unggul.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 8, 9, dan 11 tentang
pemerintah daerah ada 3 dasar sistem hubungan dengan pusat dan daerah, yaitu :
a. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah  pusat

kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

10

b. Dekosentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan
bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah
otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada
daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebbagian urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangandaerah provinsi”.

2.1.2 Daerah Otonom

Menurut UU No.23 tahun 2014 pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa Daerah

Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi maysarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.3 Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah

Tujuan Otonomi Daerahmenurut (Mardiasmo:2002) untuk meningkatkan

pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung

tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

1.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan
masyarakat

Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah

. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi

dalam proses pembangunan.
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Prinsip Penyelenggaraan Otonomi Daerah menurut Undang-undang No. 32

tahun 2004 adalah:

a.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek demokrasi,
keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan
bertanggung jawab

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan daerah dan daerah
kota, sedangkan otonomi provinsi otonomi yang terbatas

Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga
tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah
kabupaten dan daerah kota tidak lagi wilayah administrasi. Demikian pula di
kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah

Pelaksanaan otonomin daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi
badan legislatif daerah baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan,
mempunyai fungsi anggaran atas penyelnggaraan otonomi daerah

Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukan
sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah
tertentu dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

Pelaksanaan atas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya di pemerintah
daerah dan daerah kepada desa yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana
serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaknsaan dan

mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut (Hariadi:2010), APBN merupakan ruang lingkup keuangan negara

yang dikelola langsung. APBD juga merupakan ruang lingkup keuangan daerah yang

dikelola langsung. Baik APBN dan APBD merupakan inti keuangan (akuntansi)

pemerintahan, terutama dalam era prareformasi keuangan negara/daerah karena
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selama era tersebut anggaran merupakan satu-satunya informasi keuangan yang

dihasilkan pemerintah. Oleh karena itu, kedudukan APBN dan APBD dalam

pengelolaan pemerintahan sangat penting, terlebih pada era reformasi keuangan
negara/daerah.

Menurut (Hariadi:2010), APBN dan APBD merupakan inti pengurusan umum
dan anggaran negara/daerah. Anggaran dalam inti luas meliputi suatu daur/siklus
yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
Anggaran negara/daerah memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

1. Sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara/daerah selama
periode tertentu,

2. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih
pemerintah karena persetujuan DPR/DPRD harus didapatkan terlebih dahulu
sebelum anggaran dijalankan,

3. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam
melaksanakan kebiijakan yang telah dipilihnya karena anggaran pada akhirnya
harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada DPR/DPRD.

Menurut (Hariadi:2010), APBN/APBD memiliki beberapa unsur berikut:

1. Renacana kegiatan beserta urutannya secara terperinci

2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi
biaya terkait aktivitas tersebut,

3. Adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan
dilaksanakan,

4. Jenis kegiatan yang dituangkan dalam bentuk angka,

5. Periode aggaran yang biasanya satu tahun.

Menurut (Hariadi:2010), Istilah, prosedur, formulir-formulir yang digunakan
dalam menatausahakan APBN/APBD terus berkembnag sesuai dengan kebutuhan
dan didasarkan pada peraturan-peraturan yang ada dalam bidang keuangan

negara/daerah.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan

dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan,

pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Dalam UU No. 17 Tahun 2003, fungsi APBD dirumuskan sebagai berikut:

. Fungsi otorisasi, yaitu bahwa APBD menjadi dasar untuk melaksanakan

pendapatan dan belanja pada tahun anggaran yang bersangkutan,

. Fungsi perencanaan, yaitu sebagai pedoman bagi manajemen dalan

merencanakan kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan,

. Fungsi pengawasan, yaitu sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan

penyelnggaraan pemerintah daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan,

. Fungsi alokasi, yaitu bahwa APBD harus diarahkan untuk mengurangi

pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi, dan

efektifitas perekonomian,

. Fungsi distribusi, yaitu bahwa kebijakan daerah harus memperhatikan rasa

keadilan dan kepatuhan,

. Fungsi stabilitias, yaitu alat untuk memelihara dan mengupayakan kesimbangan

fundamental perekonomian

2.2.1 Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBD

Menurut (Hariadi:2010), dalam menyusun APBD harus diperhatikan beberapa

prinsip dasar berikut:

1.

Partisipasi masyarakat, pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan
penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga
masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan APBD

Transparansi dan akuntabilitias anggaran, APBD yang disusun harus dapat
menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarkat. Oleh

karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap
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penggunaan smber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang telah
ditetapkan

3. Disiplin anggaran, adalah (a) pendapat yang direncanakn merupakan perkiraan
yang terukur yang secara rasioanl dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan,
sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran
belanja; (b) pengangggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya
kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak
dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau mencukupi kredit
anggarannya dalam APBD atau perubahan APBD; (c) semua penerimaan dan
pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan
dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah

4. Keadilan anggaran, alokasi anggaran dapat dinikmati oleh seluruuh kelompok
masyarakat tanpa diskriminasi

5. Efisiensi dan efektivitas anggaran, dana yang tersedia harus dimanfaatkan
sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Karena itu, untuk
memperoleh efisiensi dan efektifitas anggaran, hal-al berikut perlu diperhatikan
dalam perencangan anggaran: (a) penetapan tujuan dan sasaran, hasil, serta
manfaat dan indikator kinerja yang ingin dicapai secara jelas, (b) penetapan
prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja serta penetapan harga satuan
yang maksimal

6. Taat asas, penyusunan APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi kepentingan umum dan peraturan daerah
lainnya.

Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  disusun
denganpendekatan kinerja dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1
(satu) bulan setelah APBN ditetapkan, demikian juga haknya dengan perubahan
APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
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sebelum berakhirnya tahun anggaran. Sedangkan perhitungan APBD ditetapkan

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut (Hariadi:2010), kebijakan penyusunan anggaran didasarkan pada

struktur dari APBD yang terdiri atas:

1.

Pendapatan daerah, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

PAD mencakup pendapatan pajak daerahh, pendapatan retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah

. Dana perimbangan mencakup Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan

Dana Bagi Hasil

Pendapatan lain-lain yang sah mencakup, Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana
Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian, dan
Dana Otonomi Khusus.

Belanja Daerah

Belanja Daerah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas
urusan wajib dan urusn pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah
yang bersangkutan. Belanja daerah untuk penyelenggaraan urusan wajib
diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian Standar
Pelayanan Minimal sesuai dengan ketetapan dalam peraturan daerah setempat.
Belanja Daerah dibagi menajdi dua kelompok besar, yaitu belanja langsung dan
belanja tidak langsung.

Belanja langsung dapat diukur dengan hasil suatu program dan kegiatan yang
dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut
terdiri dari belanja pegawai untuk membayar honorarium/upah kerja, belanja

barang dan jasa, dan belanja modal
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b. Belanja tidak langsung dapat diukur dengan keluaran dan hasil yang diharapkan
dari suatu program dan kegiatan, seperti belanja pegawai untuk membayar gaji
dan tunjangan PNS, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja
bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

3. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah digunakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya.

2.3 Keuangan Negara dan Keuangan Daerah

Menurut UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 menyatakan bahwa keuangan Negara
adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala
sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut UU No. 58 Tahun 2005 pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa keuangan
daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dari
uraian di atas dapat diambil kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan
kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah
berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah, atau sumber penerimaan lain-lain
yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan
kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka

melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah (Mamesah:1995).

2.3.1 Kemampuan Keuangan Daerah
Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan daerah dalam membiayai

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan (Nataluddin, 2001).Salah satu faktor
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penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan
keuangan daerah dengan kata lain, faktor keuangaan merupakan faktor yang
mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi.
Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan daerah ini (Kaho:2001) menegaskan
“Pemerintah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan
efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan
pembangunan. Keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk
mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah
tangganya sendiri”.

Sementara itu untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan
sendirinya daerah membutuhkan sumber yang cukup pula. Menurut (Kaho:2007), ada
beberapa cara yang bisa dilakukan oleh daerah untuk memperoleh keuangannya,
antara lain:

a. Daerah dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah di restui oleh
pemerintah pusat;

b. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, perbankan, atau
melalui pemerintah pusat;

c. Pemerintah daerah dapat menerima bantua atau subsidi dari pemerintah pusat.

Kriteria penting yang lain untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah
dalam mengatur dan mengrus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam
bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor yang penting
dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanaan otonomi daerah.
Keuangan daerah menurut Kepmendagri No. 13 Tahun 2006 adalah “semua hak dan
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat
dinilai dengan wuang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran
Pendapatan dan belanja Daerah”. Keuangan Daerah dapat juga diartikan sebagai
semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga dengan segala satuan,
baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah

sepanjang belum di miliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta
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pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. (Abdul

Halim, 2007).

Struktur keuangan daerah kabupaten dan kota terdiri dari pendapatan daerah,
belanja daerah, pembiayaan. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah
dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Belanja Daerah
adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran teretentu yang
menjadi beban daerah, pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang
dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Berdasarkan pengertian tersebut mengindikasikan bahwa dalamkeuangan
daerah terdapat dua unsur penting yaitu :

a. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi
daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang
berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah

b. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayaratau sehubungan
adanya tagihan kepada daerah dalam rangkapembiayaan rumah tangga daerah
serta pelaksanaan tugasumum dan tugas pembangunan oleh daerah yang
bersangkutan.

Analisis kemampuan keuangan daerah dapat diteliti dari beberapa indikator.
Indikator-indikator tersebut harus di sesuaikan dengan data APBD. Analisis
kemampuan keuangan daerah dapat diketahui dengan indikator sebagai berikut:

a. Kemandirian Keuangan Daerah

Pengertian kemandirian keuangan daerah menurut Abdul Halim (2008),
kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam
membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada
masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan
yang diperlukan daerah.Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan
kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan
dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai

sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Mahmudi, 2007). Abdul Halim (2008)
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menyatakan bahwa, kemandirian keuangan daerah sendiri ditunjukan oleh besar
kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang
berasal dari sumber lain misalnya, bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.
Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus
dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan
daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Paul Harsey dan Kenneth Blanchard
memperkenalkan “Situational Approach” dalam pelaksanaan otonomi daerah (dalam

Nataluddin:2001)

a. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintahan pusat lebih dominan daripada
kemandirian pemerintahan daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan
otonomi daerah)

b. Pola Hubungan Konsultif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai
berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.

c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang,
mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu
melaksanakan urusan otonomi

d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada
karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan
otonomi daerah

Bertolak dari teori tersebut, karena perbedaan potensi sumber daya alam dan
sumber daya manusia menyebabkan perbedaan pola hubungan dan tingkat
kemandirian antar daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan

kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai beriku:
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Pola Hubungan Kemandirian (%) Kemampuan Keuangan
Instruktif 0%-25% rendah sekali
Konsultatif 25%-50% Rendah
Partisipatif 50%-75% Sedang
Delegatif 75%-100% Tinggi

Tebel 2.1 Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah
Sumber : Abdul Halim (2008)
b. Desentralisasi Fiskal

Otonomi daerah dan termasuk di dalamnya desentralisasi fiskal
mengaharuskan daerah mempunyai kemandirian keuangan yang tinggi. Beberapa
daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi
daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi
kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan
sumber daya yang dimiliki (Bappenas:2003).

Desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah ditujukan untuk menciptakan
kemandirian daerah. (Sidik:2002) menyatakan bahwa dalam era ini, pemerintah
daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan potensi keuangan daerah,
khususnya Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu
mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat mengingat ketergantungan
semacam akan mengurangi kreatifitas daerah untuk mengambil kebijakan terkait
dengan penerimaan daerah yang lebih efisien.

Menurut (Muluk:2005), desentralisasi fiskal pada dasarnya berkaitan dengan
dua hal pokok, yakni kemandirian daerah dalam memutuskan pengeluaran guna
menyelenggarakan layanan publik dan pembangunan, dan kemandirian daerah dalam
memperoleh pendapatan untuk membiyai pengeluaran tersebut.

Derajat Desentralisasi Fiskal atau Otonomi Fiskal Daerah adalah kemampuan

pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna
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membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen
Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah
Menurut Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval sebagaimana terlihat

dalam tabel adalah sebagai berikut (Anita W, 2001:22):

% Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00 Sangat kurang
10,01-20,00 Kurang
20,01-30,00 Cukup
30,01-40,00 Sedang
40,01-50,00 Baik

>50,00 sangat baik

Tabel 2.2 Skala Interval Derajat Desentralisasi
Sumber : Anita Wulandari (2001)
c. Indeks Kemampuan Rutin

Rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR) menggambarkan besarnya
kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahanya(Abdul Halim, 2007).

Indeks Kemampuan Rutin (IKR) adalah ukuran yang menggambarkan sejauh
mana kemampuan PAD suatu daerah dapat membiayai belanja rutinnya (Munir dkk).
Indeks Kemampuan Rutin yaitu : Proposal antara PAD dengan pengeluaran rutin
tanpa transfer dari pemerintah pusat (kuncoro, 1997). Sedangkan dalam menilai
Indeks Kemampuan Rutin (IKR) dengan menggunakan skala menurut Tumilar (1997

: 15) sebagaimana yang terlihat dalam tabel sebagai berikut (Anita W, 2001 :22).
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% Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-20,00 Sangat kurang
20,01-40,00 Kurang
40,01-60,00 Cukup
60,01-80,00 Baik
80,00-100 Sangat baik

Tabel 2.3 Skala Interval Indeks Kemampuan Rutin
Sumber : Anita Wulandari (2001)

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan, keuangan daerah sebagai
salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya UU tentang Otonomi
Daerah, membawa kosekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antara
daerah satu dengan daerah lainnya, terumata dalam hal kemampuan keuangan daerah,
antara lain (Nataluddin:2001) :

1. Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah

2. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah

3. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daera, dan

4. Daerah yagn kurang mampu melaksanakan otomnomi daerah.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi
daerah adalah sebagai berikut (Nataluddin, 2001) :

a) Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan
kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan
menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahannya

b) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar

Pendapatan Hasil Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan
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terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah,
sehingga peranan pemerintah dserah menjadi leboh lebih besar.
d. Rasio Pertumbuhan

Menurut Abdul Halim (2008), rasio pertumbuhan (growth ratio) digunakan
untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam
mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode
ke periode berikutnya. Pertumbuhan APBD dilihat dari berbagai komponen penyusun
APBD yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Total Pendapatan Daerah, belanja
rutin, dan belanja pembangunan.

Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, semakin besar pula
kebutuhan dana yang harus dihimpun oleh Pemerintah Daerah, kebutuhan dana
tersebut tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh dana yang bersumber dari
Pemerintah Daerah sendiri (Hirawan, 1990). Semakin tinggi nilai PAD, TPD, dan
Belanja Pembangunan yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Rutin, maka
pertumbuhan adalah positif, artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu
mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode
yang berikutnya. Selanjutnya jika semakin tinggi nilai PAD, TPD, dan Belanja Rutin
yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Pembangunan, maka pertumbuhannya
adalah negatif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan belum mampu
mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke

periode yang berikutnya.
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2.4 Kerangka Berfikir

Gambaran mengenai kerangka berfikir pada gambar 2.1
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Otonomi Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah

Rasio Rasio Derajat Rasio Indeks Rasio
Kemandirian Desentralisasi Kemampuan Pertumbuhan
Keuangan Fiskal Rutin
Daerah

Rasio Kemampuan
Keuangan Daerah

Kabupaten Bondowoso

Rasio Kemampuan
Keuangan Daerah menurut
Abdul Halim (2008)

Analisis

Kesimpulan

Selesai
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terdahulu mengenai keuanagn daerah dalam Otonomi Daerah.

Tabel 2.4 Ulasan Penelitian Terdahulu

Berikut ini tabel yang berisi ringkasan dari beberapa ulasan penelelitian

. Judul Tujuan Obyek . .
No Penelig Penelitian Penélitian Pene?]itian Hasil Penelitian
1 Hanifa Analisis Menganalisis | Kota Hasilnya
(2016) Kemampuan kemampuan Surabaya | menunjukkan
Keuangan keuangan bahwa PAD
Daerah Pada daerah pada N iliki
Kota Surabaya | Kota Surabaya kemampuan
Dalam dalam .
Mendukung mendukung yang baik untuk
Pelaksanaan pelaksanaan mendukung
Otonomi otonomi pelaksanaan
Daerah daerah otonomi daerah,
dengan rasio
pertumbuhan
yang terus
meningkat di
setiap tahunnya
disebabkan
bertambahnya
pajak dan
retribusi daerah.
2 Shiddqy Analisis Menganalisis | Kabupaten | Hasilnya
(2012) Perkembangan | perkembangan | Bsntul menunjukkan
Kemampuan kemampuan bahwa PAD
Keuangan keuangan mempunyai
Daerah Dalam | daerah dalam kemashifhn
Mendukung mendukung pu
Pelaksanaan pelaksanaan yang masih
Otonomi otonomi sangat kurang
Daerah di daerah untuk
Kabupaten l’l’lel’ldIlkllIlg
Bsntul pelaksanaan

otonomi daerah.
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Sakti Analisis Menganalisisi | Kabupaten | Adanya
(2007) Pekembangan | perkembangan | Sukoharjo | ketergantungan
Kemampuan kemampuan yang lebih tinggi
Keuangan keuangan pada pemerintah
Daerah dan daerah dan pusat, yang
Mendukung mendukung disebabkan oleh
Pelaksanaan pelaksanaan belum
Otonomi Otonomi optimalnya
Daerah Di Daerah penerimaan dari
Kabupaten Pendapatan Asli
Sukoharjo Daerah Kota
Surabaya.
Landiyanto | Analisis Meneliti Kota Dalam
(2005) Kinerja kinerja Surabaya | pelaksanaan
Keuangan dan | keuangan dan Otonomi Daerah,
Strategi strategi terdapat kendala
Pembangunan | pembangunan rendahnya
Kota di Era kota di Era kemampuan
Otonomi otonomi keuangan daerah
Daerah di Daerah yang dilihat dari
Kota Surabaya rendahnya
kontribusi
Pendapatan Asli
Daerah
Waulandari | Analisis Meneliti Kota Dalam
(2001) Kemampuan kemampuan Jambi pelaksanaan
Keuangan keuangan Otonomi Daerah,
Daerah Dalam | daerah dalam terdapat kendala
Pelaksanaan pelaksanaan rendahnya
Otonomi Otonomi kemampuan
Daerah di Daerah keuangan daerah
Kota Jambi yang dilihat dari
rendahnya
kontribusi
Pendapatan Asli
Daerah
Widodo Ananlisis Menganalisis | Kabupaten | Rendahnya
(2001) Rasio rasio keuangan | Boyolali pemerintah
Keuangan APBD daerah Boyolali
APBD di dalam memenuhi
Kabupaten kebtuhan dana
Boyolali untuk

penyelenggaraan
tugas-tugas
pemerintah,
pemabngunan

26
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2.5  Perbedaan dan Persamaan antara Peneliti Terdahulu dengan Peneliti

Sekarang

Dalam penelitian ini antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini pasti
memiliki perbedaan dan persamaan. Berikut perbedaan dan persamaan antara

peneliti-peneliti terdahulu dan peneliti saat ini :

1. Hanifa (2016) dengan Adinda Intan Dwitastany (2016)
a. Perbedaan
1. Penelitian oleh Hanifa dilakukan di Kota Surabaya
2. Penelitian yang dilakukan menggunakan lima rasio, yaitu Rasio
Kemandirian Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks
Kemampuan Rutin, Rasio Keserasia, dan Rasio Keserasian.
b. Persamaan
1. Data penelitian menggunakan APBD Tahun Anggaran 2011-2015
2. Shiddqy (2012) dengan Adinda Intan Dwitastany (2016)
a. Perbedaan
1. Penelitian oleh Shiddqy dilakukan di Kabupaten Bantul
2. Penelitian yang dilakukan menggunakan lima rasio, yaitu Rasio
Kemandirian Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks
Kemampuan Rutin, Rasio Keserasia, dan Rasio Keserasian.
3. Data penelitian menggunakan APBD Tahun Anggaran 2007-2011.
3. Sakti (2007) dengan Adinda Intan Dwitastany (2016)
a. Perbedaan
1. Penelitian oleh Sakti dilakukan di Kabupaten Sukoharjo
2. Penelitian yang dilakukan menggunakan lima rasio, yaitu Rasio
Kemandirian Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks
Kemampuan Rutin, Rasio Keserasia, dan Rasio Keserasian.

3. Data penelitian menggunakan APBD Tahun Anggaran 2002-2006.
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4. Landiyanto (2005) dengan Adinda Intan Dwitastany (2016)

a. Perbedaan

1.
2.

3.

Penelitian oleh Landiyanto dilakukan di Kota Surabaya

Penelitian yang dilakukan menggunakan lima rasio, yaitu Rasio
Kemandirian Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks
Kemampuan Rutin, Rasio Keserasian, dan Rasio Keserasian.

Data penelitian menggunakan APBD Tahun Anggaran 1999-2000.

5. Waulandari (2001) dengan Adinda Intan Dwitastany (2016)

a. Perbedaan

I.
2.

Penelitian oleh Wulandari dilakukan di Kota Jambi
Data penelitian menggunakan APBD Tahun Anggaran 1996-2000

b. Persamaan

1.

Penelitian yang dilakukan menggunakan empat rasio, yaitu Rasio
Kemandirian Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks

Kemampuan Rutin, dan Rasio Keserasian.

6. Widodo (2001) dengan Adinda Intan Dwitastany (2016)

a. Perbedaan

1.
2.

Penelitian oleh Widodo dilakukan di Kabupaten Boyolali

Penelitian yang dilakukan menggunakan lima rasio, yaitu Rasio
Kemandirian Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks
Kemampuan Rutin, Rasio Keserasian, dan Rasio Keserasian

Data penelitian menggunakan APBD Tahun Anggaran 19990-2000.
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BAB 3. METODE PENELITIAN
3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini akan menggambarkan Kemampuan Keuangan Kabupaten
Bondowoso dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Bondowoso.
Penelitian merupakan penelitian Deskriptif dengan menggunakan data sekunder
kuantitatif. Data sekunder yang digunakan merupakan lapoan keuangan yang

diplubikasikan.
3.2  Obyek Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Bondowoso karena APBD yang
dianggap rendah jika dibandingkan dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh
Kabupten Bondowoso, sehingga peneliti mempunyai rasa ingin tahu mengenai
tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bondowoso apa telah mampu

mendukung pelaksanaan urusan pemerintahannya.
3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan
sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara
(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekundernya umumnya adalah bukti,
catatan atau laporan histori yang tersusun dalam arsip. Data Sekunder ini berupa
ringkasan laporan keuangan (APBD) Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2011-
2015, yang diperoleh dari instansi terkait yang ada di Kabupaten Bondowoso.

3.4 Definisi Operasional

3.4.1 Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan daerah dalam membiayai
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan (Nataluddin, 2001). Salah satu faktor

penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan
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keuangan daerah dengan kata lain, faktor keuangaan merupakan faktor yang
mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Indikator

untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah:

a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan kemampuan
Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai
sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Mahmudi, 2007). Abdul Halim (2008)
menyatakan bahwa, kemandirian keuangan daerah sendiri ditunjukan oleh besar
kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang
berasal dari sumber lain misalnya, bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

Pendapatan Asli Daerah
Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern

X 100%

Rasio Kemandirian =

Pola Hubungan Kemandirian (%) Kemampuan Keuangan
Instruktif 0%-25% rendah sekali
Konsultatif 25%-50% Rendah
Partisipatif 50%-75% Sedang
Delegatif 75%-100% Tinggi

Tabel 3.1 Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah
Sumber : Abdul Halim (2008)

b) Rasio Derajat Desentalisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal

rangka meningkatkan

adalah kemampuan pemerintah daerah dalam

Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan.

Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen Pendapatan Asli Daerah
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dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio derajat desentralisasi fiskal
menurut Abdul Halim (2008) diukur sebagai berikut:
Pendapatan Ashi Daerah

Derajat Desentralisasi Fiskal = x 100%
Total Pendapatan Daerah

% Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00 Sangat kurang
10,01-20,00 Kurang
20,01-30,00 Cukup
30,01-40,00 Sedang
40,01-50,00 Baik

<50,00 sangat baik

Tabel 3.2 Skala Interval Derajat Desentralisasi
Sumber : Abdul Halim (2008)
¢) Rasio Indeks Kemampuan Rutin
Rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR) menggambarkan besarnya kemampuan
pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan

pemerintahanya (Abdul Halim, 2008).

Pendapatan Asli Daerah
Indcks Kemampuan Rutin = x 100%
Total Pengeluaran Rutin
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% Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-20,00 Sangat kurang
20,01-40,00 Kurang
40,01-60,00 Cukup
60,01-80,00 Baik
80,00-100 Sangat baik

Tabel 3.3 Skala Interval Indeks Kemampuan Rutin

d) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (growth ratio) digunakan untuk mengukur seberapa besar
kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan
keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan
APBD dilihat dari berbagai komponen penyusun APBD yang terdiri dari Pendapatan
Asli Daerah, Total Pendapatan Daerah, belanja rutin, dan belanja pembangunan

(Abdul Halim, 2008).

Pn-P, ,
T = x 100%
P

0

3.4 Metode Analisis Data
Untuk menjawab tujuan penelitian, digunakan beberapa tahapan analisis yang
berturut-turut sebagai berikut:
a. Pengambilan data keuangan daerah yang berasal dari APBD tahun 2011-2015
b. Data yang telah dikumpulkan untuk keperluan laporan dan atau analisis
slanjutnya, perlu diatur, disusun, disajikan dalam bentuk yang jelas dan baik.
Untuk menggambarkan keadaan yang serba terus atau berkesinambungan, maka

dibuat diagram garis.
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c. Data yang berasal keuangan dari APBD Kabupaten Bondowoso kemudian
dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan daerah yang diukuur dengan

menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

_ - Pendapatan Ashi Daerah )
Rasio Kemandirian = X 100%
Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal dapat terhitung dengan menggunakan rumus

sebagai berikut:

) . Pendapatan Asli Daerah )
Derajat Desentralisasi Fiskal = X 100%
Total Pendapatan Dacrah

Keterangan :

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal
PAD; : Total PAD Tahun t

TPDy : Total Pendapatan Daerah Tahun t

3. Rasio Indeks Kemampuan Rutin
Indeks Kemampuan Rutin dapat dihtung dengan menggunakan rumus sebagai

berikut :

' Pendapatan Asli Daerah
Indcks Kemampuan Rutin = x 100%
Total Pengeluaran Rutin
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Keterangan :

IKR : Indeks Kemampuan Rutin
PAD : Pendapatan Asli Daerah

r : Rasio Perumbuhan

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan dapat dirumuskan :

Keterangan :

Pn : Data APBD (TPD, PAD, Belanja Rutin, Belanja Pembangunan)
yang dihitung pada tahun ke-n

PO : Data APBD (TPD, PAD, Belanja Rutin, Belanja Pembangunan)
yang dihitung pada tahun ke-0

r : Rasio Pertumbuhan

Memberikan rekomendasi dan kesimpulan berdasarkan analisis data
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BAB V. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan keuangan daerah
di Kabupaten Bondowoso dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Setelah
dilakukan analisis dapat diketahui bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten
Bondowoso masih sangat rendah dalam mendukung pelaksaan otonomi daerah, hal
ini terbukti dengan perhitungan rasio-rasio yang hasilnya berada pada skala interval
sangat rendah, yang artinya peranan Pendapatan Pihak Ekstern lebih dominan
dibandingkan dengan PAD Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan Kabupaten Bondowoso. Dalam pelaksanaan otonomi daerah suatu
daerah harus mampu menggali potensi dan sumber keuangan di daerahnya serta
mengelola dan menggunakannya dengan baik dalam pelaksanaan urusan
pemerintahannya. Dari hasil penelitian dan hasil analisis data dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso
yang ditunjukkan dengan angka rasio rata-ratanya adalah sebesar 8,25 masih
berada diantara 0%-25% tergolong mempunyai pola hubungan instruktif yang
berarti kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam
memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan,
Pembangunan, dan Pelayanan Sosial masyarakat masih relatif rendah
meskipun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri dari tahun ke tahun
(2011-2015) terus meningkat. Sedangkan tingkat ketergantungan pemerintah
daerah Kabupaten Bondowoso pada sumber pendapatan lain dari pihak
ekstern yang masih cukup tinggi disebabkan karena sumber-sumber keuangan
potensial negara milik pemerintah pusat.

2. Berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama lima tahun (2011-

2015), menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso tingkat
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rasionya rata-rata hanya sebesar 7,6% yang masih berada di skala interval
antara 0,00-10,00% yang artinya pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso
belum mampu membiayai pembangunannya sendiri walaupun Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso meningkat dari tahun ke tahun
(2011-20015).

Berdasarkan Rasio Indeks Kemampuan Rutin, tingkat rata-rata Rasio Indeks
Kemampuan Rutin Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2011-2015 hanya
sebesar 7,7% ini artinya Indeks Kemampuan Rutin di Kabupaten Bondowoso
sangat kurang karena masih berada dalam skala interval antara 0,00-20,00%.
Hal ini berarti Pendapatan Asli Keuangan (PAD) Kabupaten Bondowoso
memiliki kemampuan yanga sangat kurang untuk membiayai pengeluaran
rutinnya.

Beradasarkan Rasio Pertumbuhan, secara keseluruhan baik pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan pendapatan lain dari pihak
ekstern, dan pertumbuhan belanja rutin menunjukkan keadaan yang relative
berubah-ubah selama lima tahun ini (2011-2015), walaupun kadang
mengalami  penurunan pada tahun-tahun tertentu tetapi apabila
diakumulasikan secara keseluruhan mengalami peningkatan.

Berdasarkan empat analisis rasio keuangan yang digunakan untuk
menganalisis perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung
pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan
realisasi APBD Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2011-2015,
menyimpulkan bahwa keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten
Bondowoso masih dikategorikan belum bisa mendukung pelaksanaan otonomi
daerah yang ada di Kabupaten Bondowoso, karena Belanja Daerah lebih
tinggi daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD), walaupun pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari tahun 2011 sampai tahun
2015, sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap

pemerintah pusat masih sangat tinggi.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

5.2

61

PAD Kabupaten Bondowoso pada tahun 2011-2015 terus mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan PAD terjadi karena adanya
peningkatan dari komponen-komponen PAD yaitu peningkatan dari
Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Hasil Retribusi Daerah, Pendapatan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Peningkatan yang terjadi merupakan
cerminan adanya usaha yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bondowoso
dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bondowoso.
Keterbatasan

Dari hasill penelitian dan hasil analisis data serta kesimpulan. Keterbatasan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

5.3

Keterbatsaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Bondowoso

Kurangnya perhatian terhadap sektor unggulan yang ada di Kabupaten
Bondowoso

Kurangnya perhatian kepada keanekaragaman daerah Kabupaten Bondowoso
Kurangnya peran serta masyarakat dalam menyukseskan otonomi daerah
Peneliti hanya menggunakan empat model analisis rasio keuangan, sehingga
penelitian selanjutnya dapat menggunakan rasio-rasio lainnya.

Penelitian ini hanya meneliti satu daerah saja, sehingga tidak ada faktor
sebagai pembanding dari hasil analisis data.

Peneliti hanya menggunakan APBD pada tahun 2011-2015
Saran

Bedasarkan hasil analisis data dan kesimpulan tentang perkembangan

keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, penulis mencoba mengajukan

beberapa saran. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :
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Mengingat terbatasnya jumlah dan jenis sumber-sumber Pendapatan Asli
Daerah (PAD), maka diperlukan penyerahan beberapa sumber keuangan
nasional yang dimiliki pemerintah pusat yang memiliki potensial yang baik
untuk dikelola dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah dan menjadi
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso perlu meningkatkan nilai tambah
sektor unggulan di Kabupaten Bondowoso khususnya sektor pertanian dan
pariwisata, sehingga dapat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Kabupaten Bondowoso untuk mendukung pelaksanaan otonomi
daerah.

Pemerintah  Kabupaten Bondowoso perlu memperhatikan  susunan
pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi, dan keanekaragaman
daerah

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pada pemerintah
daerah. Kesempatan yang besar perlu diberikan kepada masyarakat untuk
berpartisipasi dalam mengambil peran. Masyarakat dapat memberikan saran
dan kritik yang membangun atas kebijakan yang diambil pemerintah. Karena
pada dasarnya otonomi daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Maka dari itu, masyarakat juga perlu bertindak aktif dan berperan
serta dalam rangka menyukseskan otonomi daerah.

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan rasio-raiso lainnya untuk
mendukung hasil analisis dari penelitian kemampuan keuangan daerah dalam
mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan dua daerah maupun lebih untuk
dianalisis sehingga peneliti selanjutnya memiliki perbandingan hasil.

Peneliti selanjutnya dapat menambahkan tahun penelitian agar data yang

disajikan dapat lebih luas.
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Lampiran B Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011
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